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PENDAHULUAN

fisik, seksual, organ reproduksi atau memindahkan atau mentransplantasi organ
atun jaringan tubuh yang melawan hukum, memanfaatkan tenaga kemampuan
seseorang {Alivah Putri et al., 2025).



Sindikat agensi ilegal vang terlibat dalam perdagangan manusia terhadap
pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja menunjukkon empat karakteristik
utama yang dipublikasikan oleh BPZMI. Pertama, sindikat ini merupakan bentuk
kejahatan terorganisir vang melibatkan jaringan kriminal internasional, seringkali

it untuk dilacak dan diberantas.

M)

nhoja ini tentunya dipengaruhi
faktor ekonomi dan sosial, yong dimana Negarz-negara dengan jumlah pekerja
migran yang tinggi biasanya memiliki faktor ekonomi dan sosial vang menarik bagi

pekerja migran (Callista 2t al.. 2025). Misalnya, kebutuhan lenaga kerja di sektor-

sektor tertentu, kondisi kerja yang dianggap lebih baik, atau upah yang lebih tingg



(BP2MI, 2022). Hal inilah yang menyebabkan meningkapnya perdagangam
manusia di kamboja. Berdasarkan Tribratanews.polrigo.id memberitakan pada 6
mei 2023, jumlah kasus TPPO PMI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal telah

meningkat tujuh kali lipat, mulai dari sekira lebih 140 kasus pada tahun 2020 hingga

2021, kemudian meroket di angka 700 Kasus pada tahun 2021 sampa 2022 dan
terakhir menyentuh angka |.800 orang wn 2023, Sedangkan menurut
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ilegal dan penipuan pekerjaan dengan iming-tming gaji tinggi. Kenyataannya, para
pekerja ini dihadapkan pada eksploitasi, kondisi kerja paksa, serta berbagai bentuk
kekerasan fisik maupun miental. PM1 sering kali tertipu oleh agen yang menawarkan
pekerjaan dengan gaji tinggi. tetapi setelah tiba di Kamboja. mereka dipaksa bekerja
sebagai penipu daring dan mengalami kerja paksa dengan jam kerja berlebihan,



perlakuan kasar, serta penahanan paspor oleh agen (Serli Defita & , Puja Sri
Wilujeng, Andhea Fastika, 2025).

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang berdampak
besar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia. faktor-faktor seperti
kemiskinan dan  ketimpangan ekonomi, rendahnys tingkat pendidikan,
ketidaktahuan, konflik dan ketidak peran teknologi dan media

Laporan Tahunan
Kamboja di peringkat Kategori 3, menunjukkan bahwa negara Kamboja belum
memenuhi standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia dan belum
mengambil langksh-langksh yang cukup untuk meningkatkan upayanya untuk
memerangi masalah ini (Cambodia, 2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi



perdagangan manusia meliputi ketimpangan dalam pembangunan, pengaruh
budaya, paparan terhadap kekerasan, imigran tanpa dokumen, dan peningkatan
permintaan pekerjaan. Ketidakseimbangan ekonomi dan sosial dapat membuat
individu rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual. Norma budaya yang

membenarkan eksploitasi, bersama papa

serius. Faktor sosial seperti rendohnya tingkat literasi dan kurangnya informasi
mengenai hahaya perdagangan manusia, terutama di kalangan kelompok rentan
seperti perempuan dan anak-anak. juga meningkatkan risiko eksploitasi (Sugivono

& Runturambi, 2024). Selain itu, geografi Kamboja yang memungkinkan mobilitas



tinggi dan perbatasan yang tidak terkontrol mempermudah aktivitas perdagangan
manusia. Salah satu ancaman utama adalah jaringan perdagangan manusia yang
aktif, yang kerap merekrut korban melalui penipuan daring dan memaksa mereka

bekerja dalam kondisi eksploitasi. Tidak hanya itu, korban sering kali menjadi

sasaran perdagangan organ tubuh oleh pelaku kejahatan. Pemerintah Kamboja

oknum pejabal korup dan penyelundup manusia yang memanfaatkan kerentanan,
memalsukan dokumen, dan mengatur transplan ilegal di negars-negara asing seperti
Kamboja. Meskipun terdspat larangan internasional dan regulasi lokal yang
melarang perdagangan organ, celah-celah hukum masih ada, memungkinkan



jaringan ilegal untuk berkembang. Upaya untuk memerangi kejahatan semacam inj

menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang lintas negara dan minimnya

kesadaran korban akan hak-hak mereka (Ali Mardan & Andi Aina llmih, 2025),
Kasus penyekapan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja menyoroti

Employment toward Decent Work Promotions, vang bertujuan melindungi pekerja
di sektor informal din menghapus disknminasi di tempat ketja. Namum, Indonesia

dan negara-negara ASEAN lamnya, termasuk Kamboja. masih menghadapi



tantangan besar dalam menangani masalah ini. {Sekretariat Nasional ASEAN -
Indonesia, 2017)

Selain berpartisipasi dalam ACTIP dan Deklarasi Vientiane tentang Transisi
dari Pekerjaan Informal ke Pekerjaan Formal menuju Promosi Pekerjaan Layak.
pemerintah Indonesia juga mengadakan perfemuan bilateral dengan Kamboja pada
Cambodia-Indonesia Bilateral
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pidana pmhmn mantsia di Kamboja,

untuk memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga untuk meningkatkan
perlindungan bagi WNI di Kamboja, dengan harapan menciptakan hubungan yang
saling menguniungkan bagi kedua negara serta memastikan hak asasi manusia dan

kesejahtersan WNI di Kamboja



Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam
mengatasi masalah perdagangan manusia yaitu dengan terlibat dalam kerjasama
internasional melalui Protokol Palermo dan partisipasi dalam ASEAN Convention

Against Trafficking in Persons. Perterruan bilateral dengan Kamboja pada 13 Maret

arkan data terait perdagangan orang dasi :
fmmihu.-l-hlﬂiﬂﬂﬂﬂ}mm;d&ng crjasama internasional, termasuk

dan kebijakan mereka. D
dipandang perlu karena kej al ditangani secara unilateral.
Holsti (1988) menekankan bahwa kerjasama antar negara tidak hanya
melibatkan aksi bersama, tetapi juga adanya pengaruh timbal balik. Negara yang
bekerja sama dapat memengaruhi perilaku negara lain melalui berbagai cara, seperti
tindakan diplomatik, citra yang dibangun, ateu kebijakan yang diadopsi,



Perdagangan orang adalah kejahatan lintas negara vang membutuhkan kerjasama
interpasional untuk menanganinya secara efektif. Dalam konteks ini, Indonesia dan
Kamboja dapat saling bekerja sama untuk mengatasi masalah perdagangan
orang. Kerjasama ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran informasi,

kerjasama indonesia  kamboja  dals
manusia tahun 2020-20247



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfast penelitian dalam skripsi " Analisis Kerjasama Indonesia
Kamboja Dalam Menyelesaikan Perdagangan Manusia tahun 2020-2024 " adalah
untuk menganalisis kerjasama indonesia kamboja dalam menyelesaikon kenaikan
perdagangan manusia. Penelitian ini bertujumn untuk memberikan kontribusi pada
i | Holsti (1988) dan uniuk

perdagangan manusia secara teori kerjasama internasional



1.4 Slstematika Penelitian
Pada penelitian ini, sitematika yang digunakan terdiri dari lima bab, yang
dimana setiap bab akan menyajikan pola yang berkesmambungan diantaranya:
Bab | Pada bab ini akan diuraikan terkait latar belakang penelitian. rumusan
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